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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara kesatuan sebagai bentuk pemerintahan negara kesatuan republik
Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintah yang di
berikan oleh oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun

tugas pembantu.

Penerapan desentralisasi dan dekontralisasi pada negara kesatuan adalah
merupakan perwujudan dari distribution of power antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan pelimpahan

urusan pemerintah pusat kepda pemerintah daerah.

Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional.
Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan.
Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas

yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi,

! Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010. HIm. 45
? Utang Rosidin. Op Cit., him. 5



keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi utama pemerintah daerah
menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni

sebagai pelayan masyarakat.

Disamping itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah
daerah terutama untuk pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Pasal 14 ayat (1) huruf ¢ UU No.

32 Tahun 2004).

Sebagai Komitmen pemerintah Kota Sukabumi dalam melaksanakan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai
konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat pada
tahun 2014 membuat salah satu produk hukum vyaitu Peraturan Daerah No. 1

Tahun 2014 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi.

Dibentuknya peraturan daerah tersebut didasarkan pada perkembangan
Kota Sukabumi, banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh
minuman beralkohol diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan
dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya
ketenangan pada penduduk. Hal ini diakibatkan oleh minuman yang berkadar

alkohol sangat tinggi yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dari yang



mengkonsumsi,sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang

meresahkan masyarakat.’

Mengingat keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor : 43/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran,

Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kehadiran Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 diharapkan dapat
mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-
pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang
menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan,
seperti: perkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian
dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman berakohol. Dan tidak
dapat dipungkiri Kota Sukabumi sebagai pusat pemerintah di Provinsi jawa barat
tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman
beralkohol, terlebih lagi | Kota | Sukabumi. ' harus . menjadi pelopor dalam
pemberantasan dan penertiban berbagai . minuman beralkohol baik yang

diproduksi maupun yang didistribusikan ataupun yang dijual bebas.

Yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol sebagaimana tertuang
dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014, menyebutkan bahwa
“minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses
dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (

peragian ) dan destilasi ( pemurnian ) atau permentasi tanpa destilasi, baik dengan

* Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Beralkohol.



cara memberikan atau menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di
proses dengan cara encampur kosentrat dengan dengan ethanol atau dengan cara

pengenceran minuman mengandung ethanol.

Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997
tentang Psikotropika bahwa minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat
Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Oleh
karena itu, minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi
pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-
0,15% etanol dimana didalam darah peminum akan mengalami kehilangan
koordinasi, pada tingkat 0,15-0,20% etanol menyebabkan keracunan, pada tingkat
0,30-0,40% peminum hilang kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi

yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian.*

Berdasarkan defenisi diatas, maka perluadanya pengaturan tentang ketentuan
menyangkut larangan penjualan minuman berlakohol sebagaimana tertuang dalam

Pasal 2 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut:

a) Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan,
memperdagangkan atau menjual, membagikan secara gratis minuman
beralkohol di daerah.

b) setiap orang dilarang meminum atau mengkonsumsi

* Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997



c) dikecualikan dari ketentuan sebagai di maksud pada ayat 1 dan ayat 2
penggunaan untuk kepentingan:
1. Pengobatan di rumah sakit.

2. Upacara ke agama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalah gunaan
minuman keras diatur dalam pasal 300. (1) Diancam dengan pidana penjara paling

lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

a) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang
membikin mabuk kepada seorang yang telah kelihatan mabuk.

b) Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang
umurnya belum cukup enam belas tahun.

c) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang

untuk minum-minuman yang memabukkan.

Pasal 492

a) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangi lalu lintas
atau mengganggu ketetiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau
melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan
mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan
membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan
kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima

rupiah.



Pasal 536

a) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum,

diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.

Diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 43/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan,
Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Bab VI kegiatan

yang dilarang adalah :

Pasal 27

a) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) diatas 55 %
dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri.
b) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang

diimpor.

Pasal 28

a) Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub ' Distributor dilarang menjual

minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.

Pasal 29

a) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B
yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dilarang menjual minuman beralkohol dengan

kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.



Namun demikian melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh calon
peneliti dalam kenyataan sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktek-
praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuk Peraturan daerah larangan
Minuman beralkohol ini, terutama larangan sebagaimana disebutkan diatas.
Lahirnya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Larangan Minuman
Berlakohol di Kota Sukabumi belum sepenuhnya menjawab persoalan yang
ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dalam
kenyatan sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum
teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin,
serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum
mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Lebih parah lagi minuman
beralkohol juga dijual kepada anak dibawah umur termasuk pelajar. Sehingga
didalam masyarakat muncul sebuah anekdok bahwa: semakin dilarang untuk
menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi pula semakin mudah

untuk mendapatkannya di Kota Sukabumi.

Penyalahgunaan minuman keras saat ‘ini- merupakan' permasalahan yang
cukup berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang
meningkat dari tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-
kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan
maraknya premanisme pada kalangan remaja. Seperti yang terjadi di Kecamatan
Citamiang Kota Sukabumi. Peneliti menemukan di Kecamatan ini terdapat tempat
penjual miras ilegal, seperti miras dijual di warung klontong dan di rumah sendiri,

masyarakat sendiri sudah terbiasa dengan peredaran tersebut. Informasi awal yang



diperoleh peneliti menunjukkan di Kecamtan Citamiang terdapat 2 tempat yang di

jadikan tempat penjualan minuman beralkohol.

Di Kota Sukabumi, Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014
masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disamping sosialisasinya belum
sampai ketingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum
maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Peraturan daerah
tersebut. Hal ini tentunya berdampakpada kurangnya tingkat pemahaman

masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, tentunya tujuan
sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang baik huruf a maupun

huruf b pada Peraturan Daerah tersebut dapat terwujud, yaitu sebagai berikut:

Bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan
moralitas dan efek kesehatan masyarakat sehingga perlu adanya ketentuan yang

mengatur larangan penjualan minuman beralkohol,

Bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya' beralkohol serta untuk
menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat perlu diberikan landasan

hukum yang mengatur.

Namun, untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut tidak semudah
membalikan telapak tangan. Tentunya, terimplementasi atau tidaknya Peraturan
Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kota

Sukabumi tidak terlepas dari komitmen dan kebersamaan baik pemerintah Kota



Sukabumi bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga peredaran

dan penjualan minuman beralkohol di Kota Sukabumi tidak akan terjadi lagi.

Dengan adanya permasalahan yang muncul tersebut di atas penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi peraturan daerah Kota
Sukabumi No. 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Berakohol di tinjau dari

perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan

permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Kota
Sukabumi tentang Larangan Minuman Berakohol?

2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No. 1
Tahun 2014 Kota Sukabumi tentang Larangan Minuman Beralkohol ?

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No.
1 Tahun 2014 Kota Sukabumi tentang Larangan Minuman Beralkohol ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk memperoleh gambaran secara terinteggrasi
mengenai peraturan daerah No 1 tahun 2014 Kota Sukabumi tentang Larangan
Minuman Beralkohol. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mengimplemtasikan perda

tersebut.
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2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana Implementsai Peraturan Daerah No. 1
Tahun 2014 Kota Sukabumi.Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi
Peraturan Daerah No. 1 tahun 2014 Kota Sukabumi tentang Larangan
Minuman Beralkohol.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Larangan Minuman
Beralkohol.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan dibidang akademik dan kegunaan

praktis bagi Pemerintah dan masyarakat.

1. Kegunaan Akademik

Studi yang mengarah pada permasalahan Implementasi Peraturan Daerah
No. 1 Tahun 2014 Kota Sukabumi tentang Larangan Minuman Beralkohol belum
efektif. Penelitian ini akan menghasilkan' suatu konsep baru mengenai
implemntasi perda. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka secara akademik
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan baik

teoritik ataupun konseptual Dalam memperkaya ilmu pengetahuan.
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2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi masyarakat guna
laksana tentang implemtasi perda sukabumi yang didasarkan pada ketentuan-
ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai masukan yang tidak saja berguna bagi para pengambil

kebijakan akan tetapi bagi semua masyarakat lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program,
aktivitas, aksi, keputusan,sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang
dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor),sebagai tahapan untuk penyelesaian
masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi

organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau

terisolir.

Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan
pemerintah yangdirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di
masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan
kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yangberdiri sendiri, terisolasi,

dan asing bagi masyarakat.
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b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk
menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun
menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang

mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah
dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu.
Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan
pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang
memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu.
Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam
rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan,

2016).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi:
input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda
pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagali
proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan.
Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi,2016). Oleh

karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk
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rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan

kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006).
Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal

tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya.

Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai
hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik
lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan

daripada proses hasil yang dibuat.

2. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan ‘dari kebijakan publik | tersebut. Rangkaian
implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke
proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim
dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan
berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan
akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Terdapat beberapa

teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu
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Teori George C. Edward

Edward Il (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber
daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti  komitmen;,. kejujuran,. sifat demokratis.  Apabila implementor
memiliki disposisi yang . baik, =~maka implementor tersebut dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah
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Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks,

yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-
sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang
baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas
yang diperlukan untuk menerjemahkan wusul-usul di atas kertas guna
melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards
(dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni

Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang
sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari
para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya
organisasiorganisasi yang- kompleks dan tersebarluas. Sedangkan fragmentasi
berasal dari tekanan-tekanan diluar. unit-unit birokrasi, seperti komite-komite
legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi

negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

b. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono,
2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel
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tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group
termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group,
sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak
sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh

sumberdaya yang memadai.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga
kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni
karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik
kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan

variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

d. Teori Donald S. VVan Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel
yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan,
sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik

agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward Il (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses

komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

1) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah

transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan,
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ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah
untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

2) Faktor  kedua  adalah kejelasan,  jika  kebijakan-kebijakan
diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk
pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan,
tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-
intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan
kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

3) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin
berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten dan
jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana
kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah
tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan

tugasnya dengan baik.

Al quran dan hadis tentang larangan minuman beralkohol

n 3 > ;'/ﬁ;i/ ﬁ Lo # 5.
Lgnd (o A=l el ol aatia 5 S \WL}}J‘:"?A\)J’“;‘U'CV\’M@
’)Jimr:—,,m@wr_e) u§3,,;3 44 15U 85,1205

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari manfa atnya... (0S. Al-Bagarah : 219)
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Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang
memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati

dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka
ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga) (HR. Muslim).

Sebagai sumber pokok ajaran islam, pada hakikatnya alqur’an secara
tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas,
tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh
Alqur’an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar
itulah, figh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan

politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).’

Oleh sebab itu, objek kajian dari figh siyasahnya meliputi aspek
pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara yang lain,
hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara
lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu
negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antara negara dalam berbagai

bidang kehidupan.

Dari permasalahn seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan
perhatian pada pusat pengaturan.’Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh
pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan
yudikatif harus didasaran untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat

umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (igamah al-mashalih wa

> Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. HIm. 13
® A. Djazuli, Figh Siyasah. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. HIm. 29
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izalah al-mafasid). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang
menuntut pengaturan siyasah, maka figh siyasah dusturiyah adalah mengatur
hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga
negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu

negara.’
Prinsip - prinsip siyasah dusturiyah

Dalam melaksanakan tugas sebagi pejabat administrasi negara dalam
membuat kebijakan, ada asas- asas yang harus dipegang, asas asas Siyasah

dusturiyah yang dapat menunjang dan focus pada hal tersebut adalah yaitu:
1. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada

peraturan ertulis yang menandainya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia)

sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam tindakan

pemerintah.

Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang
berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash

atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sebagai mana konsepsi islam yang dulu di cita citakan kaum santri, bahwa syariat

menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.®

” A. Djazuli. Op Cit., him. 31
® Ibid.,hIm. 591.
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2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang
merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik
merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau
administrasi negara, dan merupakan bagian yang terpenting bagi perwujudan
pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian yang dimaksud asas
merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berfikir,
berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan

kekuasaan negara harus berdasarkan:®

a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan.

b. Perencanaan dalam pembangunan.

c. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh
pemerintah

d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.

e. Pengendalian yang meliputi- ' kegiatan pengawasan, pemeriksaan,
penelitian, dan penganalisaan.

f. Keadilan tata usaha/administrasi negara

g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur

penyelenggara kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik

? Ibid., him.30
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pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khusus nya. Suyuti putulungan
menyebutkan dasar dari al-quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan
warga negara dalam siyasah, diantaranya kedaulatan tertinggi di tangan allah
SWT. Al-quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada allah

dan wajib mengikuti undang-undangnya.

Diterangkan dalam surat an-nisa 4 ayat 58:

Jiall, 182 of el o 180 55 QAT ) et

C-a
w—

s Gals OF 20T &) 20 o2l s 40

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs: an-nisa).

Kaidah figih

Alaally Lo e\ e el Lalyiad

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada
kemaslahatan™
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F. Langkah- Langkah Penelitian
1. Lokasi penelitian
Penelitian ini di lakukan di kantor pemda Sukabumi dan masyarakat yang
termasuk pada masyarakat asli yang tinggal di lingkungan Kota Sukabumi.
2. Metode penelitian
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptip
yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta ataupun karakteristik
objek penelitian secara actual dan cermat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan suatu konteks
khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk
memberikan data yang seteliti-mungkin.Data yang'dikumpulkan bisa berupa kata-
kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini
akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan

tersebut.’°

' Moleong, L. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000
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4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi,

yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung

terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti

mengumpulkan data yang beragam dari responden.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan.

5. Studi Kepustakaan

Implementasi kebijakan tentang larangan, pengawasan, penertiban dan
penjualan minuman beralkohol di kawasan citra niaga kota samarinda oleh

Rizmalani Syawitri.

Implementasi Peraturan Daerah 'No 13 tahun' 2002 tentang larangan

peredaran minuman beralkohol Di Kabupaten Malinau.

Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan,
Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Kabupaten

Sukoharjo.

implementasi pasal 13 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Tulungagung

No 4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran
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minuman beralkohol oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten

Tulungagung.

Saya Resta Anggara bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian

yang sebelumnya.

6. Sumber Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seyogianya diteliti, diperlukan sumber-sumber penelitian.
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber
penelitian yang berupa sumber-sumber hukum primer dan bahan hukum

sekunder.!

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat
bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan
maupun literature yang terkait dengan permasalahan jdalam penelitian. Adapun

sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

a) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pembetukan peraturan daerah.

b) Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2014 Tentang larangan
Minuman Beralkohol.

c) Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol

" Marzuki, P. M. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010 him. 141
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d) Peraturan Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor:
43/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan,
Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau
penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder sendiri
yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau skripsi),
majalah, Tabloid, jurnal peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan

lain yang berhubungan dengan penelitian.,

7. Analisis data

Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisi
berdasarkan jenis data kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Kategorisasi data
Data yang terkumpul dari hasil Teknik pengumpulan data di kategorikan
menjadi beberapa golongan sehingga data terkumpul dan tersusun secara
sistematis menurut jenis dan bentuk data tersebut.

b. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses penelitian, memfokuskan, menyederhanakan
dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari
penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini
merupakan analisis data yang dipertajam, membuang dan memodifikasi

data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.
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Menghubungkan data

Berdasarkan hasil reduksi data pada data yang terkumpul kemudian di
lakukan penghubungan dari data yang satu dengan data yang lainnya agar
data yang terkumpul dapat tersusun secara lengkap.

Penarikan Kesimpulan

Setelah data secara lengkap maka di lakukan penarikan kesimpulan atas

data yang terkumpul agar memudahkan dalam penguasan data.
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